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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ‘
NOMOR 82 TAHUN 1971
KORPS PEGAWAI REPUBLIK. INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang - : a. bahwa untuk mewudjudkan masjarakat adil
dan makmur berdasarkan Pantja Sila,jang
mendjadi tjita-tjita Rakjat dan. Bangsa
indonesia, mutlak diperlfukan adanja apa
ratur Pemerintah jang berkemampuan ting

" gi, bersih dan berwibawa ; :

b. bahwa untuk itu perlu adanja suatu Korps
Pegawai jang setia kepada falsafah Pan-
-tja Sila, Undang-undang Dasar 1945, Pe-
merintah dan Haluan Negara serta Pro=-
gram-programnja ;

C. bahwa dalam usaha untuk membina dan men
djamin adanja pegawai-pegawai denganper
—_ sjaratan tersebut diatas, dipandang per
lu untuk membentuk satu wadah guna meng
himpun para Pegawai Republik Indonesia
“Jang diberi nama KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA, ‘

Mengingat : 1. Pasal } ajat (1) UndangQundang Dasar
1945 ; :

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 ;
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 ;o
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 :

. Undang-undang Nomor 14 Tshun 1967 jis
Undang-undang Nomor 13, 17, 18, 20, 21
dan 22 Tahun 1968 ; = - :

: 6. Undang-undang Nomor 9 Tshun 1969 jo Pg
‘raturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1967,

Memperhatikan:Rapat para Sekretaris Djenderal Departemen
~© dan Pimpinan Sekretariat-sekretariat Lemba

ga Pemerintah Non Departemen tanggal 19 A=

gustus 1971 sampai dengan tanggal 8 Septem

ber 1971 di Djakarta dan rapat para Sekre-

taris Djenderal Departemen/Ketua Korps Kag

yawan Departemen dan Pimpinan Sekretariat—

sekretariat Lembaga Pemerintah Non Depar«

temen tanggal 26 Nopember 1971 di Djakarta,

B : T MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TEN-
TANG KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA,
Pasal 1

~ Membentuk KORPS PEGAWAT REPUBLIK INDO
NESIA, dengan Anggaran Dasar sebagaimana
terlampir pada Keputusan Presiden ini.

G- CV RN
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. ) Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan,

. Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Nopember 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,-

SOEHARTO
DIENDERAL TNI.-
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 1971
TENTANG -
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

ANGGARAN DASAR
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.

MUKADIMAH

Bahwa tudjuan Negara Kesatuan Republik Indonesia a-
dalah untuk mewudjudkan masjarakat adil dan makmur ber.
dasarkan Pantja Sila jang mendjadi tjita-tjita Bangsa
dan Negara Indonesia,

Bahwa untuk mewudjudkan tudjuan Negara tersebut di-
atas mutlak diperlukan adanja Pemerintah jang stabil dan
berwibawa.

Bahwa untuk mentjapai masjarakaet adil dan makmur
berdasarkan Pantja Sila, diperlukan adanja pegawai jang
bersatu padu, berwibawa dan mampu melaksanakan tugas pe-
ngabdiannja dalam mengisi kemerdekaan, sebagai alat jang
ampuh untuk menjelenggarakan tugas-tugas pembangunan dan
pelajanan terhadap masjarakat.

Bahwa atas dasar pemikiran sebagaimana tersebut di-
atas mutlak diperlukan adanja suatu wadah untuk menghime
pun segenap pegawal Republik Indonesia, jang diberi nama
KORPS PEGAWAI REPURLIK INDONESIA.

B AB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Jang dimaksudkan dalam Anggaran Dasar ini dengan Pe
gawai Republik Indcnesia adalah aparatur Pemerintah,jang
terdiri dari : .

a. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Un-
dang-undang Nomor 18 Tahun 1961.

b. Pegawai Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 jo, Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 1967.

¢. Pegawai Peruséhaan Djawatan (PERDJAN)'sebagaimana di~-
maksud dalam Undang--undang Nomor 9 Tahun 1069.

d. Pegawal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- un-
dang Nomor 18 Tahun 1965, :

e. Pegawai Bank milik Negara sebagaimana dimaksud dalam
Undahg=-undang 'Nomor 14 Tahun 1967 jis. Undang- undang
Nomor 13, 17, 18, 20, 21 dan 22 Tahun 1968.

f. Pedjabat/Petugas jang menjelenggarakan urusan Pemerin
tahan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang- un-
dang Nomor 19 Tahun 1985,
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"B AB II

NAMA DAN SIFAT ORGANISASI
Pasal 2

(1). SEgenap'Pegawai Republik Indonesia dihimpun  dalam
satu organisasi jang diberi .nama Korps Pegawai Re-
publik Indonesia? disingkat KORPRI.

(2). KOPRI adalah satu-satunja wadah untuk menghimpundan
membing  seluruh pegawai Republik Indonesia  diluar
kedinasan, guna lebih meningkatkan pengabdiannja da
lam mengisi kemerdekaan dan pelaksaraan pembangunan,

| BAB III -
AZAS, TUDJUAN DAN TUGAS POKOK

-

: . Pasal 3
KORPRI berazaskan :

Pantja Sila jang tertjantum didalam Pembukaan Undang-un-
dang Dasar 1945, ' '

‘ o .Pasal 4
_ KORPRI bertudjuan :

d.- ikut memelihara dan memantapkan stabilitas politikdan
sosial jang dinamis dalam Negara Republik Indonesia,
sebagai sjarat mutlak bagi terlaksananja kemadjuan di
segala bidang menudju tertjapainja masjarakat adildan
makmur berdasarkan Pantja Sila; :

b. memelihara dan meningkatkan mutu para anggotsz  “alam
penjelenggaraan tugas-tugas umum pemexrintahan maupun
tugas-tugas penbangunan: ; :

c. membina watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan
" setjara kekeluargaan, mewudjudkan kerdjasama jang bu=
lat den djiwa pengabdian kepada masjarakat, memupuk
rasa tanggung djawab dan daja tjipta jang dinamis
serta mengembangkan rasa kesetiaan terhadap Ne~-~radan
Pemerintah. ' :

. Pasal 5 o
KORPRI mempunjai tugas pokok sebagai berikut

a. mensukseskan pelaksanaan, program-program Pemerintah
sesual dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang -
Dasar 1945 dan Haluan Negara ; '

b. membina Korps baik terhadap anggotanja masing- masing
maupun terhadap keseluruhen Korps, dengan memanfaat -
kan hubungan fungsionil jang telah ada, sehingga ter-
wudjud kesatuan dalam landasan berfikir, utjapan dan
tindakan ; ‘ ‘

3.

c. mefibina dan memelihara mutu serta kesedjahteraan para
anggota, sehingga meridjadi seorang pegawai jang bermg
ral tinggi, berkemampuan baik, berdaja-guna dan berha
silwguna, : ‘ '

BAB 1V

' FUNGSIAFUNGSI_UTAMA
' Pasal 6
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: Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut, KOR-
- PRI melakukan fungsi-fungsi utama sebagail berikut

a. memberikan dorongan dan memprakarsai pembaharuan dex
ngan menjelenggarakan usaha-usaha dan Kegiatan-kegia-
tan jang konstrutip, sehingga dapat mendjadi teladan
bagi masjarakat, sebagai warganegara. jang baik serta

- mendjadi pelopor bagi usahacusaha kemadjuan ;

b. mendorong peningkatan pelaksanaan fungsi pelajanan ma,
sjarakat dengan menjelenggarskan usaha-usaha dan kegi
atan-kegiatan untuk meéningkatkan kesadaran, ketulusan
dan kemampuan para pegawai ; N '

Cc. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Peme
rintah tentang segala sesuatu Jang bersangkutan deng-
an tudjuan-tudjuan serta tugas—tugas polkok KORPRI ;

d. menampung dan mengolah serta menjalurkan keinginan-ke
inginan para pegawal menurut kebidjaksanaan~kebidjak-~

Sanaan Pemerintah serta peraturan perundangan jang
“berlaku ; '

€. menjelenggarakan usaha-usaha dan kegiatan-  kegiatan

~untuk meningkatkan dan memelihara kesedjahteraan pe-

gawal beserts keluarganja, baik materiil maupun spiri
tuil, : |

B AB V
POKOK-POKOK ORGANISASI
Pasal 7

Organisasi KORPRI dibagi daiam empat tingkat seba -
gal berikut '

2. Tingkat Nasional, ialah Musjawarsh Nasional KCRFRI |
b. Tingkat Pusat, ialah KORPRI Pusat
c. Tingkat Propinsi, ialah KORPRT Propinsi ;-
d. Tingkat Kabupaten/Kotamadya, ialah KORPRI Kabupaten/
- Kotamadya. - o ‘ . '
| Pasal 8

(1). Musjawarsh Nasional KORPRI, disingkat MUNAS KORPRI
diadakan sedikit-dikitnja 5 tahun sekali jang diha-
diri oleh ¢

a. Dewan Pembina KORPRT Pusat
b. Pengurus KORPRI Pusat ;

¢. Utusan-utusan dari Unit-unit KORPRI Dépaftemen /
Lembagsa Pemerintah Non Departemen/Kesekretariat-
an Lembaga Negara Tertinggi

L

d. Utusan dari Pengurus KORPRI Propinsi.
(2). MUNAS KORPRI merupskan Lembaga Musjawarah Tertinggi

¢ilingkungan KORFRI "jang mempunijai tugas dan. wewe-
nang untuk menjusun :

a. Pokok-pokok program KORPRI ;

b. Perubahan Anggaran Dasar KORFRI, untuk mendapat-
kan pengesahan dari Presiden,
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i Fasal .9 . ‘
(1). Unsur Pimpinan KORPRI Pusat adalah :
a. Dewan Pembina KCORPRI Pusat jang terdivi dari :
aa. Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua ;

bb. Para Sekretaris Djenderal_Departemen atas pe-
rintah Menterinja masing-masing jang mewakili
Departemen jang bersangkutan, sebagai anggota;

cc. Scekretaris Negara jang mewakili Lembaga-lembg

: ga Pemerintah Non Departemen/Kesekretariatan
Lembaga-lembaga Negara Tertinggi, sebagai ang
gota. B '

Tugas Pokok Dewan Pembina Pusat adalah membina
Korps dan anggota-anggotanja dalam mentjapai +tu-
djuan Korps. .

b. Pengurus KORPRI Pusat, jang:dipilih oleh Dewan
Pembina KORPRI Pusat dan disahkan pengangkatannja
‘oleh Presiden. .~ E

Pengurus KORPRI Pusat bertugas sehari-hari kegia-
tan Korps. o

(2). Unsur-unsur Peléksana KORPRI Pusat adalzah

a. Unit-unit KORPRI pada tiap-tiap Departemen/Lemba-
ga Pemerintah Non Departemen/Kesekretariat Lembaw-
ga Negara Tertinggi. o -

Unit-unit KORPRI Departemen/Lembaga PémerintahNon
Departemen/Kesekretariataﬁ.Lembaga Negara Terting
gi mempunjei Pengurus jang.ditundjuk oleh Mente-
ri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pim
pinan Lembaga Negara Tertinggi jang bersangkutan
dan disahkan pengangkatannja oleh Pengurus KORPRI
Pusat
b. KORPRI Propinsi ;
(3). Perintjian tugas serta tata-tjara kerdja Dewan Pembi
na Pusat, Pengurus Pusat dan Pengurus Unit-unit KORa
PRI ditiap-tiap Departemen/Lembaga Pemerintah Non
Departemen tingkat Pusat dan Kesekretariatan Lembaga
Negara Tertinggi diatur lebih landjut dalam Anggaran
Rumah Tangga KORPRI. :

. _ Pasal 10
(1). Unsur Pimpinan KORPRI Propinsi adalah
a. Dewan Pembina KORPRI Propinsi jang terdiri dari
aa. Gubernur/Kepala Daerah sebagai Ketua ;

bb. Beberapa Pimpinan Instansi-instansi Perwakil-
an Departemen dan Lembaga Pemerintah Non De-
partemen tingkat Propinsi ;

jeng bertugas membina Korps dan anggota-anggota -
nja ditingkat Propinsi ;

b. Pengurus KORPRI Propinsi, jang dipilih oleh Dewan
Pembina KORPRI Propinsi dan disahkan pengangkatan
nja oleh Pengurus KORPRI Puysat,

Pengurus KORPRI Propinsi bertugas: memimpin sehari
hari kegiatan Korps ditingkat Propinsi,
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Unsur-unsur Pélaksana KORPRI Propinsi adalah :

a8. Satu Unit KORPRI Gabungan Propinsi, jang terdiri .

- dari para pegawai Instansi-instansi ditingkat
Propinsi, jang. merupakan Perwakilan Departemen
dan Lembaga Pemerintsh Non Departemen; Unit KOR.
PRI ini mempunjai Pengurus jang ditundjuk  oleh
Gubernur/Kepala Daerah, dan disahkan pengangkat-
annja oleh Pengurus KORPRI Propinsi

'b. KORPRI Kabupateh/Kotamadya.-

Perintjian tugas serta teta-tjara kerdja Dewan Pem
bina Propinsi, Pengurus KORFRI Propinsi serta Pengu
Tus Unit Gabungan KORPRI Propinsi diatur lebih lan-
djut dalam Anggaran Rumah Tangga KORPRI.

_ Pasal 11 .
Unsur Pimpinan KORPRI Kabupaten/Kotamadys adalah

a. Dewan Pembina KORPRI Kabupaten/Kotamadya jang

terdiri dari

aa. Bupati/Walikota sebagai Ketua

bb, Beberapa Pimpinan Instansi-instansi Perwaki-
lan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non De.
partemen tingkat Kabupaten/Kotamadya ;

jang bertugas membina Korps dan anggota-anggota-
nja ditingkat Kabupaten/Kotamadya,

b. Pengurus KORPRI Kabupaten/Kotamadya, jang dipi-
lih oleh Dewan Pembina KORPRT Kabupaten/Kotama -
dya jang bersangkutan dan disahkan pengangkatan-
nja oleh Pengurus KORPRI Propinsi, ‘
Pengurus KORPRT Kabupaten/Kotamadya bertugas me-
mimpin sehari-hari kegistan Korps ditingkat Ka-
bupaten/Kotamadya. :

.
»

Unsur-unsur Pelaksana KORPRI Kabupaten/Kotémadya e
dalah : ' .

a, Satu Unit® KORPRI Gabungan Kabupaten/ Kotamadya
jang terdiri .dari para pegawal Instansi-instansi
ditingkat‘Kabupaten/Kotamadya, jang merupakanper
wakilan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non De
partemen; dan '

b, Unit-unit;KORPRI Ketjamatan,

Perintjian tugas serts tata-tjara kerdjas Dewan Perm-
bina KORPRI'Kabupatan/Kotamadya, Pengurus KORFRI
Kabupaten/Kotamadya, Pengurus Unit KORPRT Gabungan
Kabupaten/Kotamadya dan Unit KORPRI Ketjamatan dia-
tur lebih landjut dalam Anggaran Rumah Tangga KOR-
PR

| BAB VI
SUMBER KEUANGAN
' Pasal 12’

Sumber Keuangan KORPRI diperoleh dari iuran Ang -
gota, dari sumbangan-sumbangan jang tidak mengikat
dan dari sumber lain-lain jang sah, '
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(2). Tjara-tjara memperocleh dan penggunaan keuangan akan

(1).

(2).
(3).

(4).

diatur lebih landjut dalam Anggaran Rumah Tangga
KORPRI, | |

| BAB VII,
DOKTRIN DAN KODE ETIK KORPS
Pasal 13

KORPRI memiliki Doktrin Korps dan Kode Etik Korps,

jang penjusunannja akan diatur lebih landjut dalam
Anggaran Rumah Tangga KORPRI,

BAB VIII
P EN U T UP
Pasal 14
Hal~hal jang beluﬁ”diatur‘délam Anggaran Dasar ini

dan perintjiannja lebih landjut akan diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga KORPRI.

Anggafan'Rumah,Tahgga ditetapkan oleh Dewan Pembina
Pusat .bersama-saria Pengurus. KORPRI Pusat.

Anggaran. Dasar ini dapat dirobah berdasarkan kepu-
tusan Musjawerah Nasional dan berlaku setelah disah

“kan dengan Keputusan Presiden.

Anggaran Dasar ini mulai bérlaku pada saat pembentu - -

kan KORPRI,

A L g e o M e T et s s
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BAGAN S'TRU’KTUR ORGAN[SASI B
KOEPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI).
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